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flUPATI LAI IAT 
PROVIN I SUMATfo:f~A SELATAN 

P8F:J\TURJ\N IIU PJ\TI LAIIAT 
NOMOR 18 TAI IUN ?.O?.O 

T8 NTANO 

Ti\TA KERJA, PERSYARATAN, TATA CARA PENOANOKATA N 
DAN PEMBEHI IENTI/\N UNSUI? Pl;:NENTU J< EOl,JAKAN 

SADAN PROMO;:, ! PARfWI SATA DAERAI I v 

DENG AN RAH MAT TUf IAN YANG MAI IA ES/\ / 

BUI /\Tl LJ\H/\T, 

lmhwn untuk mclnksa nnkan ketcnt.u a n Pasal 45 ay;:Jt (4) 
UndRn r--Undnng Nomor 10 Tahun 2009 ten tang Kcpa riwisataan, 
perlu mencta pl<R n Pcra t.uran Bupa ti tentang Tata Kerja, 
Pcrsynratnn , Ta ta Cara Pengangka tan da·:i Pcmberh entian Un nu r 
pcnentu k uijaknn Sadan Promosi Pariwisata Daera h . v 

1. Undnng-Unclang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang 
Pcmbcntuka n Dncrnh Tingkat II dan Kotapraja di S umaU:ra 
Sela ta n (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lcmbaran 1-Jegara Republik Ind onesia 
Nomor 1821) ; 

2. Undang- Undang Nomor 10 Tuhun 2009 tentang 
Kepa riwisataa n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4966) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Rcpub1ik Indanes ia 
Tahun 201 4 Namur 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 lahun 2015 tentang 
Perubaha n Kedua Atas Undang-Undang Nomor· 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahar, Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndor,esia Tahun '.2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran NegRra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
5679) ; 

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Tata Kerja, Persyaratan scrta Tata Cara Pcngar.gkatan dan 
Pemberhentian Unsur penentu kebijakan Badan Promosi 
Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 530); 

5. ?eraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2016 Namer 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, 
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR 
PENENTU KEBIJAKAN SADAN PROMOS! PARIWISATA DAERAH. 

Dipindai dengan CamScanner 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Per&turan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten La.hat. 
2. Bupati adalah Bupati Labat. 
3. Dinas adalah Dinas Kabupaten Lahat yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lahat yang 

tugas dan tanggung jawabnya di bi.dang kepariwisataan. 
5 . Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang 

perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh 
keuntungan dan/ atau laba. 

6. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Lahat, yang 
selanjutnya disebut. Badan adalah lembaga swasta yang 
bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi 
pariwisata Kabupaten Labat. 

7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menycdiakan barang 
dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 
penyelenggara pariwisata. 

8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 
dengan panwrnata dan bersifat multidimensi serta 
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap 
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah dan Pengusaha. ' 

9. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai 
kepentingan bersama dalam suatu badan tertentu. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan ' Perwakilan 
Rakyat. 

11. Anggaran Pendapatan dan Be\anja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Labat. 

BAB II 
STRUKTUR ORGANISASI 

Pasal 2 
Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur 
penentu kebijakan dan unsur pda.k:;;ana. 

Pasal 3 

(1) Unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud 
dalam F·asal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang 
terdiri atas : 
a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; 
b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; 
c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan 
d. pakar/akademisi 2 (dua) orang. 

(2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
untuk masa kcrja paling lama 4 (empat) tahun. 

(3) Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua 
dan seorang wakil ketua yang dibanh.~ oleh seorang sekretaris 
yang dipilih dari dan uleh anggota. 
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Pasal 4 

(1) Unsur penentu kebijnkan Sadan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 membcntuk unsur pelaksana untuk 
menjnlnnkan tugas ope:-asional Badan. 

(2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif 
dengan dibantu olch bebcrapa direktur sesuai dengan 
kebutuhan. 

{3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata ketja dan rencana 
kerja. 

(4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, tata 
cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Badan. 

BAB III 
TATA KERJA 

Pasal 5 
(1) Badan mempunyai tugas; 

a . meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten; 
b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan 

mancanegara clan penerimaan devisa; 
c. meninckatkan kunjungan wisatawan nusantara dan 

pembelanjaan; 
d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran 

pcndapatan bdanja negara dan anggaran pendapatan 
belanja daerah; dan 

e. melakukan i-iset dalam rangka pengembangan usaha 
dan bisnis pariwisata di Kabupaten. 

(2) Sadan mempunyai fungsi sebagai; 
a. koordinator promosi pariwisaca yang dilakukan dunia 

usaha di Kabupaten; dan 
b. mitra kerja Pemerintah Kabupaten. 

(3) Badan dalam melaks.anakan promosi wajib berkoordinasi 
dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 
dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. 

(4) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 
(satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku 
kepentingan. 

(5) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 
(satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan 
sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati. 

BAB IV 
PERSYARATAN 

Pasal 6 
Persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan : 
a. warga Negara Republik Indonesia; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan 

kepariwisataan Kabupaten, provinsi dan nasional sesua1 
peraturan perundang-undangan kepariwisataan; 
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d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup 
tugas yang diw&kili serta mempunyai wawasan di bidang 
kepariwisataan; 

e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh ras~ tanggung 
jawab; dan 

f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupfu'l mcnjadi 
anggota Badan. 

(1) 

(2) 

BABV 
PENGANGKATAN 

Pasal 7 
Perwakilan dar:. asosiasi yang duduk dalam keanggotaan 
unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, diusulkan 
kepada Bupati, oleh ketua masing-masing asosiasi 
berdasari<:an musyawarah anggota asosiasi. 

Perwakilan dari pakar / akademisi yang duduk dalam 
keanggotaan unsur pe:nentu kebijakan Badan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diusulkan kepada Bupati 
oleh 1-:etua lembaga masing-masing 

Pasal 8 

Sembilan orang anggota unsur penentu kebUakan Badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Kepala 
Dinas kepada Bupati ·untuk ditetapkan. 

BAB VI 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 9 

(1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan, diberhentikan 
karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri alas permintaan sendiri secara 

tcrtulis atas persetujuan asos~asi yang diwakili; 
c. tidak lagi sebag:ai anggota dan/ a.tau pengurus asosiasi; 
d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; 

dan 
e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 

(2) Usu1an pemberhentian keanggotaan unsur penentu 
kebijakan Badan seb&gaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf 
c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh 
asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 
45 (empat puluh lima) hari. 

(3) Bupati menindak!anjuti usu! pemberhentian anggota unsur 
penentu kebijakan Badan paling lama 45 (empat puluh lirna) 
hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian 
sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan 
Badan. 

BAE VII 
PENDANMN DAN PELAPORAN 

Pasal 10 
(1) Bantuan dana dapat bersumber dari: : 

a. APBN clan APBD yang bersifat hibah; dan/ atau 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PascLl 1 

Dalam Peraturan Bupah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat. 
2. Bupati adalah Bupr.tti Lahe.t. 
3 . Dinas adalah Dinas Kabupaten Labat yang tugas dan 

tanggung jawabnya dl bidang kepariwisataan. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten La.hat yang 

tugas clan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan. 
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalarn bidang 

perekonomhn yang dilalrukan untuk tujmm memperoleh 
keuntungan dan/ atau laba. 

6 . Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Lahat, yang 
selanjutnya discbut Badan adalah lembaga swasta yang 
bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi 
pariwisata K13bupaten L3hat. 

7. Usahu Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 
dan/ atau jasa bagi pernenuhan kebutuhan wisatawan dan 
penyelenggara pariwisata. 

8. Kepariwisataan adaJah k~seluruhan kegiatan yang terkait 
dengan pariwisata dan bersifat. multidimensi serta 
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap 
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Dae::ah dan Pengusaha. 

9. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai 
kepentingan bersama dalam suatu badan tertentu. 

10. Anggaran Pendapatan dan Bela nja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan n egara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

11. Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lahat. 

BAB II 
STRUKTUR ORGANISASI 

Pasal 2 

Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu ur .. sur 
penentu kebijakan dan unsur pelaksana. · 

PasaJ 3 
(1) Unsur p,enentu kebijakan Sadan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang 
terdiri atas : 
a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; 
b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; 
c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan 
d. pakar/ e.kadernisi 2 (dua) ora ng. 

(2) K~anggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana 
d1maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
untuk masa kerja paling lama 4 (empat) tahun. 

(3) U k nsur penentu ebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua 
dan se?r~:1-g wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris 
yang d1pi11h dari dan oleh anggota. 
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(1) 
Pasa] 4 

Unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 membentuk urisur pelaksan8. untuk 
menjalankan tugas operasional Badan. 

{2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif 
dcngan dibantu oleh beberapa djrektur sesuru dengan 
kebutuhan. 

(3) 

(4) 

(5) 

Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja clan rencana 
kerja. 
Masa kerja unsur pelaksana pzling lama 3 (tiga) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya. 

Ketentuan lebih lanjut mengenru tata kerja, persyaratan, tata 
cara pengangkatan dan pemberhentian unsu.r pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan Peraturan Badan. 

BAB III 
TATA KERJA 

Pa~al 5 

( 1) Badan mempunyai tugas; 
a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten; 
b. rneningkatkru1 promo$j kunjungan w.isatawan 

mancanegara dan penerimaan devisa; 
c. rneningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan 

pembelanjaan; . 
d. menggalang pendanaan dari sumber selai11 anggaran 

pendapatan belanja negara dan anggaran )endapatan 
bclanja daerah; dan 

e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha 
dan bisnis pariwisata di Kabupaten. 

(2) Badan mempunyai fungsi sebagai; 
a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia 

usaha di Kabupat.en; dan 
b. mitra kerja Pemerintah Kabupaten. 

(3) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi 
dengan Badan Promosi Pariwis:1ta Provinsi Surnatera Selatan 
dan Badan Prornosi Pariwisata Indonesia. 

(4) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 
(satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku 
kepen tingan. 

(5) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 
{satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan 
sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati. 

BAB IV 
PERSYARATAN 

Pasal 6 
Persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan : 
a. warga Negara Republik Indonesia; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan 

kepariwisataan Kabupaten, provinsi dan nasional sesuai 
peraturan perundang-undangan kepariwisataan; 
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d. 

e. 

f. 

mcmiHki kccakHpsm dnn pcng.olnrrwn clnlnm nrnng Jinp)rup 
tugas. Y~g diwakili serta mempunyai wowa,wn di bidan1, 
kepanw,sataan · 

I 

?npnt mclAksa nHkt-111 tuga:mya dr.n6an pr.nuh nm~ tanggung 
Jawab; dan 
menynmpaiknn j)trnyato.an tcnu:ing ke nng_gup:m m ~njadi 
anggola Badan. 

BAB V 
PENO ANO KATAN 

Pasal 7 

(1) Pern1akiJan dari asosiasi yang duduk dalam keanygotaan 
unsur penen~u kebijflkan Badan aebagaimana dima.J,-...sud 
dalam Pasal 3 huruf ::i, huruf b cfan huruf c, · diusulkan 
kepada Bupati, oleh kctw1 ma:;ing-masin,: asm;iar,i 
berdasarkan musyawarah anggota asosi.a~'ii. 

(2) Perwakilan dari pakar/akadcmi!:!i yang duduk dalarn 
keanggotaan unsur pencntu kebijakan Bad.an sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 h1.1ruf d, diusulkan kepada Bupati 
oleh kl!tua lembaga masing-masing 

Pasa l 8 

Sembilan orang anggota unsur pencntu kebij8.kan Badan 
i,ebagaimana dimaks..1cl dalam Pasal 3 diusulJ:r.an oleh Kepala 
Dinas kepada Bupati untuk citetapkan. 

BAB VI 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 9 

(1) Keanggotaan unsur pcnentu kebijakan Sadan, diberhentikan 
karena : 
a. mcninggal dunia; 
b . mengundurkan diri atas pennintaan scndiri secara 

tcrtu.lis atas persetujuan asosiasi yang diwakili; 
c. tidak !agi sebagai. anggota clan/ atau pengurus asosiasi; 
d. tidak mampu melaksanakan tugas secar2. berkelanju :an; 

dan 
e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 

(2) UsuJan pemberhentian keanggotaan unsur penentu 
kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh 
asosiasi yang terkait berdasarkan rnusyawarah paling lama 
45 (empat puluh lima) hari. 

(3) Bupati mcnindaklanjuti usul pemberhentian anggota unsur 
penentu kebijakan Badan paling lama 45 (empat puluh lima) 
hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian 
sekaligus mengusu1kan pengganti unsur penentu kebijakan 
Badan. 

BAB VII 
PENDANAAN DAN PELAPORAN 

Pasal 10 

(1) Bantuan dana dapat bersumbe: dari: 
a . APBN dan APBD yang bersifat hibah; dan/ atau 
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b. pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah 
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipcruntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan 
dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan 
pembayanrn gaji dan operasional kantor Sadan. 

(3) Pendanaan yang berasal dan APBN harus diaudit oleh 
Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan apabila 
diperlukan. 

-(4) Pendanaan yang berasal dari APED harus 
dip-ertanggungjawabkan sesuai dcngan peraturan perundang­
undangan yang bcrlaku. 

(5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non APBD wajib 
diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada 
masyarakat. 

Pasal 11 
Unsur penentu kebijakan Badan berkewajiban menyampaikan 
laporan kepada: 
a . Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sepanjang 

pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN; 
b . Gubem~r Sumatera Selatan sepanjang pelaksanaan kegiatan 

yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah Provin~i Sumaiera Selatan; dan 

c. Bup2.ti sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 
berasal dari APBD Kabupaten. 

BAB vm 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pern.turan Bupati ini dengan penempatannya <la.lam Berita Daerah 
Kabupaten La.hat. 

apkan di Lahat 
,,--..~ al&l nggal 08 'Jw' [).OUJ 
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